
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR: 31 TAHUN 2OO5

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN TENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimban-q

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten

Mukomuko sebagai salah satu Kabupaten baru dilingkrngan $'

Pemerintah Propinsi Bengkulu berdasarkan Undang

Undang Nomor 03 Tahun 2003 maka Kabupaten

Mukomuko mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

menetapkan Tarif Retribusi Dokumen Tender;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas

maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupa[en

tulukomuko.

Mengingat l Undang - undangl Nr:mor 0B fahun 19Bl Tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

l9B1 Nonror 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3209);

). Undang * Undang Nornor 34 I'ahun 2000 tentang pajak

Daerah Dan Retrii:r-rsi Daercrh (L*mhar;rn Neqara Republik

Indonesia Tahun ?-300 l.tomor 246, -lambahan 
Lembaran

Negara Nomor 4048).

)U.
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3. Undang undang Nornor 03 Tahun 2003 Tentang

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan

Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a266);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang * unclangan (Lemba;.an

iJcga;'o Republik Indonesia Talrun 2004 |,lonror- 5 j.
Tambahan Lembaran Negara flonror a3S9);

5. Undang undang Nomor 3? Tahun 2004 Tentang

Penrerintahan Daetrah (Lemb;:ran llepara Republik

IndonesiaTahun 2004 l.lonlor i?_5, Tanrbahan Lcmbararr

Negara Nomor a437);

6. Undang undang Nonror j3 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuanglan Antara pemerintah pusat dan

ii,tral', (Li.:rr-rbri;-;:n i.li:ga,-a ilcpirbiii< Inclont.sia Tahun 2004

ir'c;rroi 126, Tanil;ahan [-c;'nbiran lJeq;ra l.Jci-ncr ai38); ]r

i)eraturan Penrerint.rh Nomor 105 l-ahun 2000 tentang

Pcnge loi;iar r ii;irr Pert;nggungja,r,raban Kcuangan Daerah

i Lcmba;-an ilcE;i-;. Rcpiibltli Inii;n,_;i; -l-.il-ii;ii ?00i l.jc,ni,:;.

.'l0.i, T;im b;itii; i Lt';i L;;i i'an i',,ici;.l ; ti i.,,icr;ii: i,i C,i I ) ;

F'(:raturen D::erah [',rornor 05 TahLrn 2005 tentang Struktui.

Organisasr ci;rlt t,.tl.,- Kcrla Dinir:; Darralr Kabupaten

I'lukonruko..

Dengan Persetujuan Bersama

J t !4., A l: P E P.li,r;i ili i-i. lt{ RA :{YAT DA E RA }{
y/ jnr!ah-Fa! : tt:t.^r r!.r, a

:'\.(,.if ui".t r Li 1 t,l LJi\.-,t.r LJ riL

,.t -- --!i.J I I

EUPATI MUKOMUKO

?
Tahun 2OOS -PERDA Kab. [+tukomuko



MEMU TUSK AITI:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH |$BUPATEN MUKOMUKO

TENTANG RETRTBUSI DOKUMEN TENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko,

d. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah adalah Dewarr Penvakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mukomuko;

e. Pejabat adalah Pegaraai yang dibcri tugas tcrtcntu cli biclancl lie[ribusi sesuai clengan

Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

f. Pemborong / Rekanan adalah yang mempunyai Badan l.lukum pemborong yang

tercatat dalam daftar Rekanan (DRM) Pemcrintah Kabupatcn ftlul<,imuko yang telah ir
lulus dalam prakualifikasi yang diberikan oleh paniti; Pra!<uatifikasi.

g. Badan ad.rlah suatu bentuk badan usaha yrng n-rcliputi Pei'sct"oin Tcrl,.atas, Pcrseroan

Komanditer, Badan Usaha ivlilik Negara atau Daeralr dan Pt:r:.crc;rri lainnya dengan

nama dan bentuk apapun,

h. Retribusi Perizinan -l-ertentu adal.rh iintr iburi ei;s krgr;trr r 'icrtcnlu. Ptnrerintah

Daerah dalam rangkir p€mcb,-:riirn izirr k..:1-,irrlir oislit[J pr'il-';r,Ji ;i;ru barlan yang

Cimal<sr-rclkarr iintul, 
, 
p;:mbu;rt.rn pcngatut;ir, pcnqcild.tli;n dli'l ilingelva5ar, atas

licgi;,-t:n pen;nf;;i;in iritn! p.,lnLj!unt;ul :r_lnillil .J.f yt ;1.',,t',-,, btr;nq, pfr1t,ciJfit,

:aranir aliru fasilitts tcrtentl gun; rrrclinclungi keperrlirro;in rillui']t dEn rnenjaga

kelestari;:n lingkr:nga rr.

i. Dokumen Tr:nclt-'r ndahfr Dckurncn y.,rnr1 tr,ll.ilr c"li:;iap.k.rn r-rlcir plr:itil,/ Pcji:bal.

Pilngedaan sebaq,:i llediJmaitr LJ(rl:iilt pr".se!; ptnbr-tat,rir c1i:r|i 1:enyanrpaian

Frll-)i-l!v;lriln olr:h t.;lllr: it,.:ityitdiil lr.:ri.iir1 ,li,ii.1 j.Iit I)(tii(J(lUitit,rrt i. r,'.rlttiil,i Pr-.f,iw.]raii

ole.h Panitia.

j. Vlajib Retribusi acJ;rialt c;r-crilcJ pribadi atau Irad.ln yanr1 r)tent]ru'i Puraturan Perundang

uncl;tnqan cliwejiltk;trt untuk nrelakukarr 1.rt:rll-riiy(tr(irt rt:UiIrri,i.
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k' Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

memanfaatkan biaya Dokumen Tender

l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat clisingkat SpdORD,

adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terutung menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

m. Surat Ketetapan Retribusi Daeralr, yang selanjutnya dapat clisingkat SKRD, adalah

surat ketelapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

atau denda.

o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD

atas dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh

wajib retribusi.

p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku.

q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian lndakan yang $,

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyiclik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersanqka.

BAB Itr

NAMA, SUBJEK DAN OB]EK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan retrih:usi scbagai pembayaran atas Pcrusahaan Yanq nremenangkan clan atau

mendapat lendcr cli se but clengan nama Retribusi Dokumcn -ferrder,

objek Retribusr acJatah r)i:t;ryarran ,-.r"::::,]r',,rno Dokurnr:n rr:ncte r yar,rr disediakan

oleh Pemerint.ah Kabup;rten f'lukomuko kerpacl;i pihak penrborr:nq atau rekanan yang

memenanllkan atau nrcndapal pekerjaarr



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memenangkan atau rnendapat

pekerjaan pengadaan barang atau jasa konstruksi dan konsErltan dilingkunqan pemerintah

Kabupaten Mukomuko

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN RETRIBUSI DOKUMEN TENDER

Pasal5
Retribusi Dokumen Tender digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha (Rlu).

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha / rekanan.

Pasal 7

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Klasifikasi Golongan (NKG), yang

besarnya sebagaimana tercantum dalam struktur tabel sebagai berikut i. *.

KI.ASIFIKAS
GOLONGAN

A ( Besar )

B ( Kecil )

c1(K1 )

c2(K2)

TENDER

Pemilihan Langsung

Lq nUl-rjliql' !a qgsung

NIIA KIASIFIKASI
GOLONGAN

EESARNYA
RETRIBUSI

3 Milyar ke atas

1 Milyar s/d 3 Milyar

400 Juta s/d 1 Milyar

200 Juta s/d 400 Juta

100 Juta s/d 200 Juta

50 Juta s/d 100 luta

10 Juta s/d 50 Juta

2.s00.000

1.s00.000

750.000

500.000

3s0.000

250.000

1s0.000
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BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN RETRIBUSI TERHUTATre

Pasal B

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diboronqkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen rarn yang
dipersamakan

Pasal 9
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah pelayanan penyediaan Dokumen Tender
diberikan.

pasal 11
saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang rr
dipersamakan.

pasal lZ
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dirunasi sekarigus, atau(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat ;rembayaran retribusi cliatur dengan

Peraturan gupati

BAB V

PE H DAFTA R,A H RETRIB USI

pasal L3

(1) Wajib Retribusi w.ajib mengisi SpdORD.

(2) sPdoRD sebagaimana climaksud pada ayat (l) harus crrisi crengan jeras, benar dan
rengkap serfa ditandatangani oreh wajib Retribusi atau kuas.,:nya.

(3) Bentuk, Isi serta l-ata Cara penEisian dan penyampaian spdoRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diteLapkan oleh pejabat Bupati

PERDA Kab. Mukomuko ----...-..-'=":.
Tahun 2OOSv



BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o ( dua persen ) setiap bulan dari

retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang.

(2) llndak pidana dimaksud pada ayat (1) adatah pelanggaran.

BAB vrrr *r

PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor

0B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad.rlah ;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidanq retribusi daerah aqar keterangan atau

laporan lersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan ciengan tindak

pidana retribusi daerah tersebut.

PERDA Kab. F{ukomuko
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. d.Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen * ctoi<umen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi

daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi. $'

j Menghentikanpenyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 0B Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka s{-,fnrrit Peraturarr yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak bertaku lagi
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerafr ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal didndangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2OO5

OMUKO,

L*-e,n_\

YUNUS

ir

,.,'T}{}\

6lWl+:-:iW.$
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(2) Hal-hal yang belum cJiatur dalam Pcraluran Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuncJangkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kaburraten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OOs

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEI{ MUKOMUKO

Drs. SyAUKANI DAHARI
pembinan tltama Muda Nlp. 010082186

LEMBARAN DAERA}{ KABUPATEN rrtuKoMuKo rAHUN 2005 NOMOR : JI sERt,. c

il
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